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ABSTRACT

The existence of law is still disputed by both law schofars themselves and the other
scientists . In the midst of human’s perception development, among scienlists have had a
clash, especially how lo put their position, then It comes a new face philosophy of science that
explains the scientific concepts meaning, further it's also said to understand its buffers support
An approach to philosophy of sclence is used as 2 reference to see the law position as an
autonomous science and have & method and system as a science as a way of answering how
summarizing in the main jurisprudence problem itself with philosophical aspects of the
approach is, namely : onfology, epistemology and axiology. I the context of the phifosophical
precept of science, law science precept developed a philosophical question how far people can
acquire and develop a knowledge of law and legal materials and scholarly criteria of such
knowledge. so, in the area of law that refated to the philosophical knowledge of science is the
knowledge of law that consists of legal knowledge, dogmatic law, fegal theory and philosophy
of scfence. Based on the background above, it can be made some research problems such as
: (1). What is the role of law I it's as Sui Generis compared to other social sciences , (2) . Is the
Law knowledge fulfiled the scientific criteria?, (3). What is the philosophy of scierce
contribution in particuiar fo the devefopment of faw science ?

According fto. the description above it can be concluded that : (1). Law /s a specific
knowledge with the science of Sui Generis nature because it has objects, methods and very
specific hatures thase are nof exist in other scisnces. Considering fo the peculiarities objects |
methods and nature , the law scisnce can not be grouped in other branch of science. (2) | aw
can not be doubted as belonging to science and practical science. Related to J Bahn of
science it involves af least six principal components or have some requirements - {a) the
problemn, (b) attifude. (¢} methads, (d) activity, (e) conclusions, and (f) the effect. If this opinion
/s confirmed, so the laws of science can not be doubted because the six requirements have
been met by faw , (3). Coniribution to the development phifosophy of science, especially the
science of law is greatly to the development of jurisprudence. It can be seen by the approach of
the science philosophy such as onfolegical, epistemological and axiological aspect so i can
provide insight in answering the classic question that the law knowledge is the sciance.

Secara umum ilmu pengetahuan ber-

l. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Tidaklah bisa dikesampingkan begitu
saja prihal adanya suatu kenyataan, bshwa
hingga saat ini masih saja ada keragusn
dari ilmuwan terhadap pertanysan: apakah
benar hukum ilmu? Persoalan dikemukakan
sebab orang mencatat bahwa metode yang
dipergunakan untuk ilmu hukum ity adalah
menilai {waardarend) dan tidak konsterend
seperti dalam ifmu alam.

kembang sedemikian pesatnya serta telah
melahirkan cabang-cabang ilmu baru yang
lebih spesipik, dan fercatat lebih kurang 650
cabang ilmu pengetahuan yang berkembang
g dari induknya atau pohon limu masing-
masing”

1) Jujun |Suriasumantn dalam Nur Basukl Minarno,
Peraran EFilsafet Nmu Dalam fmu Hukom,
Kajien Teortiz dan Prakfis, Penerbit Uness
Univarsly Fress 2004 H. 14,
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Sshubungan dengann hingga saat ini
masih ada 2 (dua) pendapat mengenai
keilmuan bidang hukum. Pendapat pertama
menegaskan bahwa ilmu yang disebut iimu
hukum sesungguhnya tidaklah ada, dan
Kirchmann adalah pendukung utama pen-
dapat ini.* Sedangkan pendapat kedua me-
negaskan bahwa ilmu yang disebut iimu
hukum itu ada. Pendapat ini didukung oleh
Bellefroid Zevenbergen, Hari Chand, B.Arief
Sidharta, dan Petter Mahmud Marzuji.
Setelah abad ke 19 pendapat pendapat itu
semakin mengerucut ke arah satu pendapat
bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang
ada. Ada pengakuan mengenai keberatazan
atau eksistens! limu hukum.

Ada pandangan yang menysatakan
bahwa iimu berkembang dar pengalaman
manusia, & berakhir dengan perkembang-
an manusia, maka hal tersebut dihubung-
kan dengan dinamika dan perkembangan
mengikuti dinamika masyarakat & dinamika
internal ilmu hukum.®

Setelah iimu hukum itu berkembang
timbul niat/pemikiran untuk menggolongkan
ataupun mengklasifikasikan mu hukum ke
dalam golongan iimu tertentu, Ketika timbu
pemikiran demikian ini, serta merta orang
melihat penggolongan atau klasifikasi ilmu
vang telah ada sebslumnya, yaitu (i) iimu
eksatalalam, (i) iimu sosial, (li) humaniora.
Desain kellmuan oleh UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Culftural
Crganization) pun demikian.

Pada awalnya orang menggoelongkan
imu hukum ssbagai ilmu social, dan ketlka
mulai disadari bahwa ternyata ilmu hukum
tidak dapat atau tidak tepst digolongkan
sebagai ilmu social, orang mulai mencoba
menggolongkan ilrnu hukum sebagai cabang
humaniora, dan upaya inipun gagal karena
karakter hukum sebagai chyek iimu tidaklah

2). fbdul Rahcma Budions, New Huhum  dan
Penellliar Hukum, (Makalah) disampaikan dalam
seminar di  Fakultas Hukum  Universitas
Brawlleya tgl. 8 Nopsmber 2008 h1

3} Mur Basuki Minarno. Loc.cip

4y Peter Mahmud Marzuki, Penelifian  Hukum,
Kerncana Prenada Media Group 2005 h.11

gama dengan karakler obyek humaniora.
Ketika ilmuwan hukum tidak puas dengan
penggolongan iimu tersabut, maka mulailah
mereka berfikir mengapa ilmu hukum harus
digolongkan ke dalam ilmu-ilmu tersebut.
Pemikiran ini melahirkan pendapat bahwa
ilmu  hukum adalah sesuatu yang ada
dengan segala kekhasannya, tanpa harus
dipaksa digolongkan ke dalam desain iimu -
ilmu lain, ilmu eksata alam. ilmu social dan
humaniora.

Sebagai salah satu wijud kekhasan
ilmu hukum, di dalam bahasa inggris ilmu
hukum tidak disebut sebagal fegal science,
akan tetapi jurisprudence. limu hukum mem-
punyai karakteristik sebagai iimu yang ber-
sifat preskriptip dan terapan.” Sebagai iimu
vang bersifat preskriptif. limu hukum mem-
pelajari tujuan hukum, nilai-nitai keadilan,
validitaz aturan hukum, konssp hukum,
narma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu
hukum menerapkan aneka standar, prosedur,
ketentuan ketentuan maupun rambu-rambu
dalam melaksanakan hukum.”

Pengetahuan pada hakekatnya ialah
segenap apapun yang kita ketahui tentang
suatu cbjek tertentu, termasuk ke dalamnya
adalah ilmu, di samping agama dan seni.
Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan
fujuan menjawab parmasalahan kehidupan
sehari-hari yang dihadapi manusia & untuk
digunakan dalam menawarkan berbagal
kemudahan padanya. Pengetahuen adalah
sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan
yang muncul dalam kehidupan untuk di-
carikan jawabannya secara benar.

Menurut Jujun Suriasumantri, upaya
manusia dalam mempercleh pengetahuan
itu didasarkan pada masalah pokok yakni:
apakah yang ingin kita ketshui?, bagai-
mana kita memperoleh pengetahuan?, dan
apakah nilai {manfaat) pengetahuan Ru
bagi kita? yang sangat asasi/mendasar,

5). Ibid hal 18

g}, Abdul Rachmad SBudiono, Op. Cith.3

T Jdujun §. Sudasumante 1978, fans dan Perspekt,
Yayssan Obor Indonesia dan Lekuas LIPI,
Jakarta.h.2
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Calam memperscalkan eksistensi ilmu
hukum pastilsh akan mendorong setiap
prang vyang memperdalam ilmu hukum
untuk mengksji lebih dalam aspek-aspek
fisafat keilmuan dari ilmu hukum, sehingga
diharapkan bisa mernberikan suatu jawab-
an yang memuaskan, atau keyakinan yang
benar berdasarkan pada metode-metode
keilmuan atau yang disebut metoda ilmiah
dan merupakan prosedur dalam mendapat-
kan pengetahuan, disebut ilmu, #

Sementara itu  hingga saat kini para
ahli hukum masih tetap mempersoalkan sisi
eksistensi dari iimu hukum seperti Brugging
masih membuat sebuah pertanyaan bahwa
“apakah ilmu hukum itu iimu?” dan pada
akhirnya ia memberikan jawaban sendin ¥

Kantruksi iimu berdasarkan substansi-
nya dibedakan antara formal (teoritis) dan
ilmu empiris. limu formal menunjuk pada
ilmu yang tidak tertumpu pada pengalaman
atau empiris, sedangkan ilmu empiris yang
ditujukan untuk memperoleh pengetahuan
factual tentang kenyataan akual dan karena
bersumber pads empiris atau pengalaman,
menempatkan hukum dalam kelompok ilmu
praktis yaitu keahlian berksilmuan atau
kemahiran yang harus dipertanggungjawab-
kan secara ilmiah ™
llmu hukum mempunyai karakter yang khas
yakni memiliki sifat yang normatif sshingga
sangatiah sulit untuk memasukannya dalam
kolompok ilmu-ilmu sosial lainnya, dan di
samping itu iimu hukum tidak mempunyai
analogi dengan iimu apapun sehingga ber-
titik tolak dan kenyataan tersebut di atas,
maka urtuk memahami ilmu hukum kita
haruslah diikuti dengan pendekatan filsafat
ilmu yang berupaya unfuk menjawab per-
tanyaan tentang keilmuan dari hukum.

8) Julun 5.Surigsumanti, 1998, Flasafl fnwe Sebuah
Populer, Pustaka Sunar Harapan Jakarta, h.115

9. JJ.F.Bruggink dalam Aref Sidharls, 1899, Refaksi
liriu Hukum, Citra Aditya Bhakil Bandung ; 1989,
h 183

10 Bernard Ariel' Sidhare 2000, Tenfang Sfruktur
fmu Hikfur, Sebah Penelitian Tentang Fundasi
Kefifsafatan Dan Sifat Keilmulan lmu Hukorn
Masional Indonesla. Mandar Maju Bandung, h. 10

Dalam upaya untuk mencari jawaban

terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut
akhirmya mendorong pemikiran filsafati
yang dilakukan melalui suatu pendekatan
metafisis, epistemelogi & aksiologi. Filsafat
ilmu akan berperan memberikan pencerah-
an-pencerahan terhadap karakteristik yang
khas dari ilmu hukum dalam proses
pengembangannya.
Untuk kebanyakan, orang sering memandang
hukum & mereka menyamakannya dengan
undang-undang ataupun putusan-putusan
hakim, ataupun bagaimana menggunakan
pasal-pasal dalam undang-undang. Jadi
sesungguhnya hukum menjelma dalam per-
buatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat, hukum tak sekedar
berwujud dalam undang-undang maupun
kebiasaan, sebab kalau dika] lebin dalam
ternyata hukum itu sangat luas sekall dan
mengandung hakekat iimu yang mendalam.
Konsep-konsep tentang adanya kebenar-
an, keadilan dan kepatuhan masih merupa-
kan bahan perenungan yang mendalam
dan sering diperdebatkan baik olen ahi
hukum maupun flmuan atau masyarakat
awam lainnya yang semuanya abstrak dan
menjadikan kajian-kajlan filsafat. Dengan
demikian eksistensi ilmu hukum masih saja
dipertentangkan baik oleh ilmuwan hukum
sendir maupun iimuan lainnya.

Di tengah-tengah perkembangan sisi
persapsi manusia, para ilmuwan mengalami
benturan terutama bagaimana dalam ussha
menempatkan posisinygga maka munculah
filsafat dengan wajah baru yaitu filsafat ilmu
yang menjelaskan makna Konsep-konsep
ilmiah. Lebih Jauh dikatakan pula untuk
iebih memahami tiang-tlang penyangganya.
Pendekatan filsafat imu dipakai sebagai
acuan untuk meiihat kedudukan ilmu hukum
gabagai iimu yang otonom dan mepunya
metode serta sistem ssbagaimna sebuah
fimu, adalah sebagai satu cara terangkum
dalam bagaimana menjawab permasalahan
utama ilmu hukum Hu sendii dengan
pendekatan aspek filsafat, yakni : Ontologi,
Epistemologi dan Aksiologi.

Dalam konteks kefilsafatan ajaran
ilmu, ajaran ilmu hukum mengembangkan
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pertanyaan filsafali yaitu sejauhmana crang
dapat memperoleh dan mengembangkan
pengetahuan tentang hukum dan bahan-
bahan hukum dan kreeteria keilmiahan dari
pengetahuan tersebut. Sehingga dalam
wilayah ilmu hukum yang berkaitan dengan
kefilsafatan adalah pengetahuan tentang
hukum, yang terdiri dari sisi pengetahuan
hukum, dogmatika hukum, teori hukum dan
filsafat iimu.

1.2 Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belskang di muka,
dapat dirumuskan beberapa hal sebagai
berikut :

1). bagaimanakah limu hukum sebagai Sui
Generis dibandingkan dengan ilmu
socigilainmya.

2) apakah Hukum telah memenuhi kriteria
keilmuan?

3) bagaimanakah kontribusi filsafat ilmu
khususnya terhadap pengembangan
iy hukum®?

Il. SEKILAS TENTANG FILSAFAT, ILMU
DAN FILSAFAT ILMU

2.1, Pengertian Filasafat, limy, dan
Filsafat limul

1. Pengertian Filsafat

Filsafat diambil dari bahasa Grick dan
berasal kata Piles (Cinta) serta Sophos
(kebijaksanaan}, tahu dengan mendalam,
hikmah. Filsafat menurut term, berarti ingin
tahu dengan secara mendalam (cinta pada
kebijaksanaan).”"

Menurut Ciceros (106-43 SM), penulis
Romawi yang pertama memakai kata-kata
filsafat adalah Phytagoras (497 M}, sebagai
reaksi terhadap cendikiawan pada masanya
& menamakan dirinya “Ahli Pengetahuan®

11} Liza, 2006, Pengantar Filsafat dan limu, Program
Fascasanana Sekolan Tingg! Wmu Agama MNagen
Cirebon, hal, 2

Phytagoras mengatakan bahwa pengetahu-
an dalam artinya yang lengkap tidak sesuai
bagi manusia, tiap-tiap orang yang meng-
alami kesukaran-kesukaran dalam memper-
olehnya & meskipun menghabiskan seluruh
umurnya, namun ia tidak akan mencapai
tepinya, Jadi pengetahuan adalah perkara
yang Kita can dan ambil sebagian darinya
tanpa mencakup keseluruhannya. Oleh
karena itu, kita bukaniah ahli pengetahuan,
me!%inkan pencar dan pencina pengetahu-
an '

Crang yang berfilsafat dapat di-
umpamakan sebagai seseorang yang ber-
pijak dibumi dan sedang tengadah mellhat
bintang-bintang, ia ingin sekali mengetahui
hakikat dirinya dalam kemestaan alam,
Karakteristiknya berfikir filsafat pertama
lalah menyeluruh, yang kedua mendasar =

Filsafat adalah ilmu yang berusaha
mencari sebab dengan sedalam-dalamnya
untuk segala sesuatu berdasarkan pikiran/
rasio belaka '

Mengenai filsafatl ada beberapa definisi dari
para ahli sebagai berikut

a. Menurut Harun Nasution filsafat adalah
berfikir menurut tata tertib (logika)
dengan bebas (tak terikat tradisi, dogma
atau agama) & dengan sedalam-dalam
nya sehingga sampai ke dasar-dasar
parsoalan

b. Menurut Plat (427-347 SM) filsafat ialah
pengetahuan tentang segala yang ada

¢. Aristoleles 84-322 8M) yang merupakan
murid dari Plato menyatakan filsafat
menyelidiki sebab dan =sas segala
benda,

d. Marcus Tullius Cicera (106 - 43 SM)
mengatakan bahwasanya filsafat adalah
pengetahuan tentang sesuatu yang maha
agung dan usaha untuk mencapainya.

12) Ahmed Hanafi, 1980, Pengantal Filsafat Isiam,
Bulan Bintang, Jakarta, hal, 3

13y Endang Saifudin Anshari, 1979, fmu. Filsafal
dan Agama, Bina llmu Surabays, hal. 79

14) Liza, Loc. Cit.
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e, Al Farabi {wafat 950 M) filsuf muslim yang
terbesar sebelum Ibn Sina menyatakan
fileafat adalah ilmu pengetahuan tentang
alam yang maufud dan bertujuan untuk
menyelidiki hakekatnya yang sebenar-
nya.

f. Immanuel Kant (1724 - 1804) menyata-
kan bahwa filsafat adalah ilmu pokok
dan pangkal segala pengetahuan yang
mencakup di dalamnya 4 (empat) per-
soalan : yaitu (i) apakah yang dapat kita
ketahui (dijawab dengan Metafisika), (ii)
apa sajakah yang boleh kita kerjakan
(dijawab dengan etika), (i) sampai
dimanakah pengharapan kita (dijawab
dengan agama) dan (iv) apakah yang
dinamakan manusia (dijawab dengan
antropologi)

g. Harold H Titus mengemukakan 4 (empat)
pengertian filsafat. adalah :

(i) satu slkap tentang hidup dan tentang
alam semesta (Philosophy is an
attitude toward life and the universe)

(i} satu metode pemikiran reflektif dan
penyelidikan Akliah (Phifosophy is a
method of reflective thinking and
reasoned inguired)

(iii) satu perangkat masalah (philosophy
is a group of prablems)

(iv) satu perangkat teori atau isi pikiran
(phitosophy is a group of sysfem of
though).™

2. Pengertian limu

Berbicara tentang limu maka harus
dibedakan antara istilah iimu dengan istilah
pengetahuan. Istilah ilmu ataupun "scignce”
merupakan suatu perkatsan yang cukup
bermakna ganda yaitu mengandung lebih
dari pada satu arti. Menurut cakupannya.
pertama ilmu adalah sebuah istilah umum
untuk menyebutkan segenap pengetahuan
ilmiah yang dipandang sebagai suatu
kebulatan.

14y Liza, Op.Cit, hal. 4
18} The Liang Gis, 2000, Pengantar Flizafal limy,

2000, penerbit Liborty Yogyakarta,

John G. Kenny memberi atau meng-
artikan iimu sebagai ‘afl knowlegde by
means of scientific methods"'" Dengan
makna ganda dari pengertian Imu maka
setidak-tidaknya memiliki tiga aspek yang
mendasar yakni . aktivitas, metode dan
pengetahuan. Jadi iimu diusahakan dengan
aktivitas manusia, dan aktivitas itu harus
dilaksanakan dengan metode tertentu dan
akhirnya aktivitas metodes itu mendatang-
kan pengetahuan yang sistematis. '

Berdasarkan pandangan-pandangan
di atas, maka terlihat jelas bahwa pengerti-
an limu berbeda dengan Pengetahuan,
Kalau pengetahuan sifatnya isolaten” dan
hanya sampai pada tingkatan kepercayaan
akan suaty realitas, sedangkan ilmu tidak
isolaten oleh karsna fmu menghendaki
penjelasan leblh lanjut atas suatu realitas.
limu adalah sekelompok pengetahuan yang
dirangkai dengan penambzhan pernyata-
an-pernyataan lain, sehingga terbentuk
suatu informasi tentang hubungan antar
pengetahuan ¥

Jadi llmu adalah pemikiran yang
sistematis berdasarkan psfs aktivitas nalar
yang dilakukan melaui penelitian-penelitian
dengan metode yang benar, sehingga bida
melahirkan pengetahuan yang benar serta
bisa diperanggungjawabkan secara ilmiah.
Istilah limiah mengandung makna sacara
sistemnatis, teruji herdasarkan atas nilai-nilai
kebenaran atau teori kebenaran koherensi,
korespodensi dan pragmatis. 2

Dari aktivitas llmiah dengan metods
ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan
dapat dihimpun sekumpulan pengetahuan

17} ibid hal 86

18) ibid hal 38 .

18y M. Zaenudin, 2003, Logika Dan Melods Hain
{makalah) mater| Kuiizh peds program FPases
Sarjang, Universitas Alrlangga Surabays.

20) Lasiyo, 2003, Fusafst ffmu Fengetahusn
{makatah) materl kulish pada program peses
sarjfana, Universitas Aldangga.

21) Surajiye, 2008, Fileafat imu Dan
Perkembangannya -Ji Indonssia, Bumi Aksara,
h.57
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yang baru atau disempumakan pengetahu-
an yang telah ada, sehingga di kalangan
iimuwan maupun para filsuf pada umumnya
terdapat kesepakatan bahwa ilmu adalah
pengetahuan yang sistematis. Sedangkan
menurut Bahm difinisi lmu (iimu pengsetahu-
an) meilibatkan pallng tidak snam macam
komponen yaitu *Y : (i) adanya masalah
(Problem), (i) adanya Sikap (aftftude); (i)
adanya Metode (methods); (iv) adanya
Aktivitag (aktivity); {v) adanya Kesimpulan
(conclution); (vi) adanya Pengaruh (effects).

Sehubungan dengan itu maka fimu
Hukum yang masih tetap diperdebatkan
eksistensinya, akan dikaji berdasarkan atas
pendekatan di atas sehingga dapat mem-
perlihatkan bahwa memang benar ilmu
hukum tersebut adalah ilmu, walaupun
memiliki karakter yang khusus, hal ini ter-
gantung pada pendekatan apa yang akan
dilakukan untuk menjustifikasinya.

3. Pengertian Filzafat limu.

Cabang filsafat yang membahas imu
adalah filsafat ilmu. Tujuanya adalah meng-
adakan analisis mengenai ilmu pengetahu-
an dan tata cara bagaimana pengetahuan
iimiah itu ciperoleh. Jadi Filsafat llmu ialah
penyelidikan tentang ciri-ciri pﬂngetahuan
iimiah dan cara untuk memperolehnya. *

Filsafat llmu merupakan kajian filsafat
yang mencoba untuk menjawah aneka
pertanyaan antara lain; apakah obyek ilmu
itu; bagaimanakan proses pada keilmuan;
apakah manfaat iimu; upaya untuk mencari
jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu
mendorong munculnya pemikiran filsafati
yang dilaksanakan melalui pendekatan :
metafisls: efistemologis, dan aksiologis.
Pandangan menyatakan bahwa filsafat ilmu
merupakan bagian dar epistemologi
(filsafat pengetahuan) yang secara spesifik
mengkaji  hakekat imu {pengetahuan
ilmiah).

Filsafat iimu yang merupakan telaah
secara filsafat ingin menjawab beberapa

22) Tbid hal 45

pertanyaan antara lain; aspek apa yang
ditelaah oleh ilmu?; bagaimana wujud dari
hakekat ?; bagaimana hubungan obyek tadi
dengan daya tangkap-manusia seperti ber-
fikir, merasa dan mengindera yang dapat
menimbulkan pengetahuan?;, bagaimana
prosesnya?; apa yang dimaksud dengan
kebenaran?. apa kreterianya ?; cara dan
atau teknlk apa vang dipakai untuk men-
dapatkan pengstahuan berupa ilmu?; untuk
pengetahuan berupa ilmu dipergunakan?;
bagaimana kaitan antara cara penggunaan
tersebut dengan kaedah-kaedah moral?;
bagaimana penentuan obyek yang ditelaah
berdasarkan pilihan-pilihan moral?, bagai-
mana kaltan antara teknik prosedural yang
merupakan operasionalisasi metode ilmiah
dengan noma-narma moral/ profesioal™

Pengertian Filsafat llmu memang
sangat luas serfa pengksjian/perenungan
yang mendalam tentang lmu memburubkaa
kesabaran dan kerendahan hati. Untuk
memahami seluk beluk suatu bidang ilmu
sudah tentu harus dikaji dengan 3 (tiga)
pendekatan filsafat ilmu seperti yang sudah
dijelaskan tadi yakni : ontologi (metafisis)
epistemology (prosedur terjadinya ilmu)}.
dan aksiologi (kegunaan dan kemanfaatan).

Hl. KARAKTERISTIK ILMU HUKUM
KAJIAN FILSAFAT ILMU

3.1 Karakier Normatif limu Hukum

Suatu ciri iimu hukum yang bersifat
khas adalah nomatif dan dengan ciri yang
demikian menyebabkan sementara kalang-
an yang tidak memahaml! kepribadian 1imu
hukum ity mufai meragukan hakekat
keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan
karena dengan sifat 2‘}raanwg normatif, iimu
hukum yang emperis.

Menurut Meuwissen, para pengikut
ilrmu hukum empiris sangat meragukan apa
yang dikemukakan oleh penganut ilmu
hukum dogmatik. Para penganut ajaran ini

23) Jujun 5. Surissumantri 1889, op.eft, h. 34-35
24) PM. hadfon, Pengkajian lmu Hukum, (Makalah),
Fakittas Hukum Univ. Airlangga Surabaya.
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mempunyai sudut pandang yang lain yakni
mereka berpendapat bahwasannya iimu
hukum bersifat dogmatik sebagai suatu seni
{rechgeleerheid), dan ilmu hukum dogmatik
menurut mereka adalah bukan ilmu.

llmu hukum  empiris memisahkan
secara tajlam antara fakta dan noma,
aniara pemyataan yang bersifat diskriptif
nommatif dangan gejala hukum dipandang
sebagai suatu vang mumi faktual Mem-
pelajari (Imu hukum empiris tak memberikan
penilaian stau bersikap kritis terhadap
gejala gejala hukum yang dipelajari atau
diterangkan. Pertimbangan etis dan politis
terhadap sifat dan isi hukum positip bukan
merupakan bidang kajian mereka yang
mempelajari ilmu hukum empitis.

Dengan berpegang pada apa yang
telah dikemukakan tersebut, Meuwissen
dapat menarik suatu Kkesimpulan bahwa
mereka yang mempetajai iimu  hukum
empiris harus dipandang sebagai suatu
fakta yang dapat ditentukan dan spabila
mempelajary secara mendalam, harus
meiegaskan penilaian, penormaan ataupun
kritik.*®

Lebih jauh untuk tujuan mengetahui
karakteristik ilmu  hukum, perlu kiranya
diacu pemyataan Paul Scholien yang
menyatakan bahwa  ‘rechisweienchap
kenfrniet allesn een bescﬁru&nda‘ ook
voorschrifvende  dimensie Menurut
Scholten hukum berbeda dengan ilmu
deskriptif, mengemukakan bahwa iimu
hukum bukan untuk mencapai fakta historis
dan hubungan-hubungan sosial seperti
yang terdapat pada penelitian penelitian
sosial. Selanjutnya menurutnya ilmu hukum
berurusan dengan preskripsi-preskripsi
hukum,putusan-putusan yang bersifat hukum,
dari materi-materi yang diolah dari kebiasa-
an kebiasaan. la lebih jaubh kemudian
menyatakan bahwasanya bagl legislator
iimu hukum berkaitan dengan hukum in
anstracto, akan tetapi tidak berarti bahws

25) Peter Mahmud Marzufi, 2008, Pengamor fimw
Hukum Kencana, h. 3T
26) Ibid. h, 33.

bagi hakim, ilmu hukum berkaitan dengan
hukum, in concrefo. Bagi hakim llmu hukum
memberikan pedoman dalam menangani
perkara dan menetapkan fakta-fakta yang
kabur. Argumentasi yang dikemukakan oleh
Paul Scholten menunjukkan secara jelas
bahwa ilmu hukum mempunyai karakter
preskriptip dan terapan.

3.2 limu Hukum Dislplin limu yang
Berslfat Sui Geners,

Sui generis berasal dar| bahasa latin:,
yang artinya : merupakan sesuatu yang
tunggal, satu-satunya jenis atau klas (of ifs
own kind or cfass) sesuatu yang tunggal
dan jenisnya yang juga hanya satu jenis
(the only one of its own kind); alau sesuatu
yang bersifat khas, khusus, istimewsa
(peculiar* ¥

Dengan demikian, suf generis sscara
semantik berarti suatu yang bersifat khas,
khusus.istimews, merupakan sesuatu yang
sejenisnya hanya satu, bersifal tunggal,
hanya satu-satunya,

Prof. Philipus M. Hadjon menyebut
iimu. hukum sebagai fimu sui generis,
artinya ilmu jenis sendirl karena ilmu hukum
mepunyai kualitas iimiah yang sulit sekali
dikelompoikan ke dalam salah satu cabang
pohon iimu. **) la menyebutkan bahwa ada
empat hal yang menggambarkan sifat khas
iimu hukurn, yaitu (i} kharakter normatif ilmu
hukum; (i) terminilogi iimu hukum: (i)} jenis
ilmu hukum; dan (v} lapisan ilmu hukum.*
Prof. Peter Mahmud Marzuki menambah-
kan dengan mengatakan bahwa sifat khas
ilmu hukum juga ditentukan oleh : (i) sifal
dan objeknya, yaitu hukum; (i) metode
penelitannya, yaitu metode penelitian limu
hukum; dan (i) perspektf kajian ilmu
hukum terhadap hukum adalah perspektif
intrinsik (bagian dalam) dari aturan hukum,
bukan ekstinsiknya (bagizn luar) sebagsi-
mana dilakukan oleh ilmu-ilmu lain yang

27} Henry Campbell Black, Black's Law Oictionary,
Flith Edition,West Publishing Co, 1979, h, 1286,

28) Philipus M. HMadjon 2008, Loe.git

28} loc.oit
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juga menempatkan hukum sebagai obyek
kajian.

3.3 Sifat Sui Generis limu Hukum
Terhadap limu Sosial Lain.

Pada saat ini ilmu pengetahuan dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa cabang
antara lain ; llmu alamiah {misalnya. biologi,
fislkka), iimu formal (seperti matematika),
iimu social (seperti:sasiolegi, ilmu pr::-litlk
dan humaniora (seperti sejarah & sastra)’
limu hukum tidak dapat dikelompokkan ke
dalam salah satu cabang tersebut.

Qleh karena itmu hukum mearupakan
studi tentang hukum, ilmu hukum fidak
dapat diklasifikasikan ke dalam iimu sosial
yang bidang kajiannya kebenaran empins,
llmu sosial tidak member nuang untuk men-
ciptakan konsep hukum. Studi-Studi sosial
hanya berkaitan dengan implemertasi atas
konsep hukum dan acapkali hanya mem-
beri perhatian kepada kepatuhan individu
terhadap aturan hukum.

Tidak jauh berbeda hainya dengan
humaniora Humanicra tidak memberikan
tempat untuk mempelajan hukum ssbagai
aturan tingkah laku sosial. Dalam studi
humaniora, hukum dipelajari dalam kaitan-
nya dengan etika dan moralitasi. Tak dapat
disangkal bahwa keadilan merupakan isi
dalam ruang lingkup filsafat. Keadilan itu
sendifi merupakan unsur yang esensial
dalam hukum, Akan tetapi fllsafal tidak
berkaitan dengan pelaksanaan keadilan.

Merupakan tugas ilmu hukum untuk
membahas hukum dari semua aspek. Baik
iimu social maupun humaniora memandang
hukum dari sudut pandang keilmuannya
sendiri. Oleh karena itulah tidakiah tepat
mengklasifikasi iimy hukum kedalam lmu
sogoal maupun humaniora. Dalam hal
demikian, sangat barguna untuk menengok
kepada pandangan Meuwissen tentang ilmu
hukum. Meskipun ia membuat kiasifikasi
imu hukum dogmatk dan ilmu hukum
empiris, Meuwissen menetapkan bahwa
itmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang

200, Peter Mahmud Marzuki, 2006, foc.cif.

bersifat Sui Generis, artinya tidak terdapat
pentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan
dengan ilmu hukum.

Selanjutnya apa yang dikemukakan
aleh Meuwissen memang tidak lagi dapat
disangkal bahwa imu hukum bulan bagian
baik dar ilmu sosial maupun humaniora,
melainkan ilmuy tersendii. Menurut Jan
Gijssels dan Mark van Boecke terdapat tiga
tingkatan ilmu hukum, yaltu dogmatik
hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Ini
berarti bahwa kedudukan Sui Ganers itu
berlaku untuk ketiga tingkatan tersebut *"

IV. HAKEKAT, EKSISTENS! ILMU
HUKUM SEBAGAI ILMU PENDEKAT-
AN FILSFAT ILMU

4.1 Hakekat limu Hukum.

limu hukum dengan karakter aslinya
sebagai imu normatif membawa suaty
konsekuensi pada metode kajiannya yang
khas. Sedangkan ilmu hukum empiris dapat
dikaji melalui penelitian-penelitian yang sifat-
nya kuantitatif atau kualitatf tergantung sifat
datanya, Sedangkan kalau dipandang dari
teori hukum dapat diihat dalam 2 (dua)
pengertian yakni lapisan ilmu hukum yang
berada di antara dogmatik hukum dan
filsafat hukum, sedangkan dalam arli luas
meliputi dogmatik hulkkium dan teori hukium,

Bertolak dari pandangan di atas dapat
dikatakan bahwa hakskat imu hukum itu
mencerminkan makna filsafat yang sangat
mendalam dan didasarkan pada pemikiran-
pemikiran ilmiah untuk mendapatkan satu
kebenaran iimiah.

Sebetulnya ada tiga aspek penting
yang secara filsafati untuk menilai hakekat
keilmuan yaknl ; () determinisme , (i) pllihan
bebas dan (i) probabilistik. Deterministik
mengacuy pada upaya untuk menduga-duga
gejala alam sebagai hukum yang bersifat
universal. Dalam pilihan bebas, hukum
semacam tak terdapat sebsb setiap gejala
merupakan akibat pilihan bebas, atau
keumuman memang ada namun berupa
peluang probalistik ®

311, Paetar Mahmud Marzuki, 2008, gp.at, h.35
323, Jujun §. Surlasumantri, 1993, loc.ofp.
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Selanjutnya ilmu hukum bisa dibeda-
kan menjadi flmu hukum normatf dan
empiris. limu hukum normatif kebenarmnya
adalah koherensi dan pragmatik, sedang-
kan ilmu  hukum emgirik kebenarannya
adalah karespondens|
Parbedaan antara iimu hukum normatif
dengan ilmu hukum empiris bisa digambar-
kan sebagai berikut :

1. ilmu hukum empiris secara tegas mem-
bedakan fakta dari norma.

2. gejala hukum harus mumi empids yaitu
fakta sosial.

3. mengenai metode yang dipakal adalah
ilmu empiris

4. iimu hukum empiris adalah ilmu yang
bebas nilai

5. sedangkan ilmu Hukum Nermatif adalah
iimu hukum dalam arti luas.

4.2 Obyek Telaah limu Hukum.

Berkaitan dengan obyek teflaah ilmu
hukum, maka ilmu hukum mempunyai dua
unsur yaitu ; (i) faklta kemasyarakatan {i)
kasdah hukum, *¥
Pengetahuan yang dicari daltam ilmu hukum
adalah cara penerapan kaedah hukum
secara benar. Oleh karena itu keseluruhan
konstelasi kenyataan tertentu, hanya data
yang yundis relevan yakni yang penting
untuk penerapan kaadah hukum yang
dipiiih atau kualifikssi ssebagai fakta. Jadi
penantuan data yuridis relevan itu terjadi
berdasarkan kaedah hukum yang mungkin
terpilih untuk penerapan dalam memproses
penyelesaian masalah hukum yang msngkin
timbul >

Sebaliknya penentuan kaedah hukum
yang mungkin relevan terjadi berdasarkan
atas penilaian yakni dar sudut pertanyaan
apakah jangkauan keberakuan hukum
vang tetkandung dalam aturan hukum itu
melegitimasl penerapannya terhadap bentuk
kejadian tertantu yang memunculkan anska
masalah hukum tersebut. Dengan demikian

33 PM. Hadjon, Pengkaian fimy  Hokum,
{Makalah) Fakultas Hukum Univesitas Alrlangga
Surabaya.

34). Bamacd Arief Sidharta | 2000 op.cif., h.180

35y, fwidd

masalah hukum tersebut. Dengan demikian
pengembangan imu hukum itu berwujud
dalam menghimpun dan mensistematisasi
materi hukum berupa teks ctoritatif yang
terdifi dar ; (i) perundang-undangan. (ii)
Putusan hakim, (iil) hukum tidak tertulis dan
doktrin fakar hukum yang berwibawa, >

Objek telaah hukum pada hakekatnya
diarahkan guna mempersiapkan pengambil-
an putusan hukum. Makna kaedah hukum
yang diperoleh dengan menentukan sendiri
jangkauan wilayah keberlakuan kaedah
hukum.

4.3. Ekslstensi limu Hukum
Pendekatan Filsafat limu.

Memposisikan ilmu hukum di dalam
klasifikasi alau pembagian iimu menurut
tujuan pengembangan ilmu ternyata memang
cukup sulit. Kadang orang terjebak serta
memasukkan ilmu hukum ssbagai bagian
dari ilmu-ilmu social atau limu humaniora.
limu hukum mempunyai karakter yang khas
atau memiliki kepribadian yang khas, fimu
hukum tidak ada analoginya dengan ilmu
manapun. ™

Alasan tersebut di atas dapat dibukti-
kan dengan mengadakan klasifikasi iimu
menurut filsafat ilmu sebagai berikut ;

1. Imu Teoritis : (i} Imu Formal {logika,
matematika, teori system). (i) limu Empiris
{iimu Alam/fisika maupun imu manusia/
humaniora).

2 limu Praktis . (i) Nomologis serta (ii)
Normologis vang terdiri dari Normcologis
otoritalif imu hukum positif & Normologis
non otaritatif (stika maupun pedagogi).**

Sedangkan berdasarkan strata, imu
diktasifikasikan dalam dua strata yaitu :

1. limu Dasar : {i) llmu Alfa (humaniora}, (i)
limu Betha (iimu Alamy), (i imu Gamma
{limu sosial}.

2. llmu Terapan : {) bertumpu pada limu
Alfa, (i) bertumpu pada iimu Betha, (jii)

P T —

36, blg

37). PM. Hadjon, Makalah, op.cit. h.2

38). M.J. Sepienno, 2004, Pergn Flisafat limu dalam
[Imu Hukeem, Kajian Teoritis dan Praktis. h 48
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bertumpu pada limu Gamma ™

llmu hukum adalah limu dan ter-
masuk dalam lImu Praktis *** Namun periu
ditambahkan bahwa limu hukum, seperti
juga iimu kedokteran menempati keduduk-
an istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan
hanya karena mempunyai sejarah yang
panjang yang memapankannya dibanding-
kan dengan ilmu lain, tetapi juga sifatnya
sebagai iimu normatif & dampak langsung-
nya terhadap kehidupan manusia dan
masyarakat yang terbawa oleh sifat dan
problematiknya yang telah memunculkan
dan membimbing pengembanan seria
pengembangannya,

llmu hukum yang tergolong ilmu praktis itu
menyandang sifat khas tersendiri. Selain
dikemukakan berdasarkan alasan tadi, juga
obyek telaahnya berkenaan dengan sisi
tuntutan berperilaku dengan cara tertentu
yang kepatuhannya tidak sepenuhnya ter-
gantung pada kehendak behas yang ber-
sangkutan melainkan dapat dipaksakan
oleh kekuasaan publik.

4.4 Metode Kajian Hmu Hukum.

Dalam uraian ini akan dititikberatkan
pada proses-proses penilaian dalam ilmu
hukum dithat dari aspek filsafat iimu
sebagai suatu cara berfikir yang mengupas
ilmu (Hukum) sebagai obyek sedalam-
dalamnya, yakni dibalasi dalam kajian (i)
Ontologi, (ii)Epistimolagi dan (jii} Aksiologi,

1. Ontologi.

Menurut Jujun S. Surissumantr, men-
jelaskan bahwa ontologi ssbagai pem-
bahasan tentang apa yang ingin Kkita
ketahul, seberapa jauh kita ingin tahu, atau
dengan perkataan fain suatu pengkajian
mengenai teori tentang ada.*"

Didalam ontology dibicarakan tentang
apa yang menjadi telaah ilmu, pelajahan
imu secara oniologis membatasi pada

29). fbid
40), B. Anef Sudharta, 2008, op.oif. b, 112
413, Jujun 5. Sunasumentr, ool S

iimu secara onfologis membatasi pada
gejala-gejala bersifat empirls. Pada hal
kenyaannya aspek kehidupan sesungguh-
nya secarg keseluruhan amat kompleks
dan tidak semua bersifat empiris.

Menghadapi kenyataan ini harusiah
dicari alternatif metoda lain dalam mencari
pengetahuan mengenai segi-segi yang tak
tercakup dalam kegiatan keilmuan.

2. EpistemoJogi

Pada bagian ini akan dititikberatkan
mengenai proses penilaian dalam ilmu”
hukum dilihat dan aspek filsafat ilmu
{epistemology). Kegiatan ilmiah diperiukan
penalaran metodologis yang terkait erat
dengan bidang ilmu yang menjadi induk-
nya.

Penelitian ilmu merupakan sarana
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
ilmu dan teknologl yang akan ditunjukkan
pada kebenaran hasil penelitian itu, melalul
penggunaan teknologi yang sistematis dan
konsisten serta dikomunikasikan dengan
bahasa ilmiah, limu hukum memiliki metode
penglitian yang khas yakni dengan cars
mengadakan berbagai pendekatan baik
secara historis, perbandingan, pendekatan
teoritis, dan sebagainya. Dengan berbagai
pendekatan yang mampu dilakukan, maka
iimu hukumn  dapat dikembangkan secara
teoritik.  sesuai dinamika perkembangan
datam masyarakat.

Konsep-konsep dalam pengembang-
an ilmu hukum didasarkan pada berbagai
fenomena dan gejala yang hidup dalam
masyarakat, kemudian dirumuskan secara
sisternatis dalam berbagal rumusan per-
aturan perundangundangan.

Menurut B. Arief Sidharta, ditinjau dari
aspek epistemologi maka ilmu hukum dalam
pengembangannya menghimpun. meng-
interprastasi, memaparkan dan juga men-
sigtematisasi bahan hukum yang terdiri atas
asas-asas, sturan-aturan serta putusan-
putusan hukum, suatu tatanan hukum untuk
menghadirkannya sebagai suatu sistem
hukum sehingga keseluruhannya mampu
mewujudkan satu kesatuan koheren yang
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mengacu pada pengembangan hukurm
praktis & penyelesaian masalah hukum_ *”

3. Aksiologi.

Sesuai dengan ruang lingkupnya
vang luas, ilmu hukum baik yang bersifat
normatif maupun empiris memiliki keguna-
an akan kemanfaatan. Dengan demikian
maka kemanfaatannya bisa secara teoritis
maupun praktis.

Secara teoritis iimu hukum sesuai
dengan kemanfaatannya, clrl dan meatode,
akan memberikan sumbangan yang sangat
besar dalam rangka pengembangan iimu
hukum itu sendiri sebagal iimu khusus.
Ditinjau dari aspek praktisnya maka ilmu
hukum secara empiris akan menyelesaikan
masalah-masalah kemasyarakatan vyang
fakiual. Atau kalau diparinci iimu hukum
memiliki kegunaan sebagai berikut **

1. mempersiapkan putusan hukum baik
pada tatanan mikro maupun makro,

2. menunjukan apa hukumnya tentang hal
tertentu serta merskomendasikan satu
interprestasi terhadap aturan yang tidak
jelas {penentuan hukum).

3. mengeliminasi koniradiksi yang tampak
tampil dalam tata hukum.

4. kritik dan menyarankan amandemen
terhadap perundang-undangan yang ada
serta pembentukan perundangundangan
yang baru.

5. analisis kritis terhadap putusanputusan
hakirn untuk pembinaan yurisprodensi.

lImu hukum memiliki nilai kegunaan
ataupun kemanfaatan yang luas, terutama
dalam mempersiapkan keputusan-keputus-
an yang Jujur dan adll, membuat keputusan
yang jujur dan adil disamping mengandal-
kan hukum =ecars teoritis, namun hal-hal
yang berkaitan dengan nurani sangatiah
penting & menentukan pemegang oforitas
perkembangan dalam masyarakat, dalam
membuat keputusan, dihadapkan pada

42). B. Aref Sidharta. 2000, cp.cit. 216
43). fbid., b 218

tantangan yang sulit dalam menghadapi
fenomena serta fakta yang hidup dalam
perkembangan dalam masyarakat, dimana
tuntutan tuntutan datang dar berbagai jenis
kelompok yang mempunyai kepentingzn
kadang-kadang sangat mempengaruhi sisi
substansi putusan & akan menjadi preseden
yang baik atau buruk bagi tuntutan rasa
keadilan masyarakat.

V. KONSTRIBUSI FILSAFAT ILMU
DALAM PENGEMBANGAN ILMU
HUKUM.

5.1 Aliran-Aliran yang Sangat
Berpengaruh pada Studi hukum.

Filsafat ilmu sebagai satu disiplin ke-
filsafatan yang mandiri muncul sekitar tahun
1920, yang sebelumnya dimana pemikiran
kefilsafatan fentang ilmu dapat dikatakan
lebih merupakan produk sampingan dari
pengembangan epistimologi. Hal tersebut
diisababkan oleh pengembangan ilmu yang
sangat pesat dan sangat cepat dampaknya
terhadap kehidupan manusia. Perubahan-
perubahan cepat tersebut memunculkan
berbagai masalah dan krisis kemasyarakat-
an, sehingoa kondisi seperli itu membuat
sejumiah ilmuwan dan filsuf memberikan
perhatian serius pada keberadaan ilmu.

Berbagai bentuk kegiatan dan para
iIimuwan serta fileuf di antaranya adalah
melakukan refleksi mendasar terhadap iimu
dan dampak kemasyarakatannya. Hal ini
memunculkan filsafat iimu sebagai disipin
kefilsafatan mandiri dengan tokoh-tokoh &
aliran-alirannya. Setiap aliran memunculkan
ajaran limu, berupa teori memuat rumusan
persyaratan yang harus dipenuhi sebuah
teori atau kegiatan intelektual untuk dapat
dikualifikasi sebagai iimu ataupun bersifat
ilmiah.

Adapun aliran-aliran penting yang bei-
pengaruh terhadap studi hukum & relevan
untuk merefleksikan hukum, antara lain ; (i)
Aliran Positivisme Logikal, (ii) Rasionalisme
Kritia, {iii} Teori Perubahan Paradigma dan
{iv] Aliran Hermeneutik.
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1.Positivisme Logikal.

Positivisme Logikal adalah aliran
filsafat yang dikembangkan cleh kelompok
iimuwan dan filsuf yvang menamakan dirf
Wienar Kreis. Aliran ini berkeyakinan bahwa
hanya konten ilmu yang dapat memberikan
pengetahuan yang sah, dan pengetahuan
iimiah itu harus bersifat empiris. Artinya
hanya pengetahuan empiris atau hanyalah
kenyataan yang dapat diobservasi oleh
panca indra dan dapat menjadi obyek iimu.
Sedangkan pengsetahuan tentang lainnya
tidak obyektif dan karena itu tidak dapat
diuji tentang kepastian kebanarannya.

Sebagai sarana penguji kebenaran
ilmiah, aliran ini menawarkan azas verifikasi
yang menganggap bahwa putusan iimiah
adalah benar hanya jika putusan itu dapat
diverifikasi secara empiris, yakni dengan
diuji pada kenyataan yang bisa diobservasi.

2. Rasionalisme Kritiz.

Pangetahuan ilmiah harus obyektif
& teoritikal pada analisis terakhir adalah
penggambaran dunia yang bisa diobservasi.
Aliran inl juga menganut teor korespondensi
tentang kebenaran, meskipun bagi aliran ini
putusan ilmiah yang sesuai dengan kenyata-
an yang diamati hanya menghasilkan
pengetahuan yang mungkin benar (probabie)
& oleh karenanya hanya dipandang benar
apabila dibuktikan sebalinya.

Azas falsifikasi ini digunakan menguji
untuk mengontre! putusan-putusan ilmiah
serta prosesnya dilakukan dengan jalan
menyaorot kembali hipotesis untuk mencar]
fakta yang menyangkal hipotesls tersebut.

Dengan demikian menurut aliran ini,
sebuah putugan iimiah itu harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut : (i} putusan
limiah harus dapat diuji secara empiris; (i)
teori ilmiah harus tersusun secara logis
konsisten, (i) putusan ilmiah harus
sebanyak mungkin diklasifikasi, maka dapat
dikatakan bahwa telah terbentuk putusan
iimiah obyektif yang benar untuk sementara
wakiu.

3. Teori Paradigma Thomas Khuhn,

Teori ini dimulal dari dua tahap dalam
satiap ilmu dengan tahap pra paradigmatik
dan periode ilmu normal. Dalam periode pra

paradigmatik mengumpulkan fakta atau

aktivitas penelitian dalam bidang tertentu
berangsung dengan cara yang hampir
dapat dikatakan tanpa mengacu pada
perencanaan atau kerangka teoritikal yang
diterima umurm.

Pada tahap ini pula terdapat sejumlah
pikiran yang saling bersaing tetapi tidak ada
satupun aliran yang memperoleh penerima-
an szecara utuh. Namun perlahan-lahan,
salah satu sistem teoritikal mulai memper-
oleh penerimaan secara umum dan dengan
itu paradigma pertarna sebuah disiplin di-
bentuk. Dengan dibentuknya paradigma itu,
kegiatan ilmiah dalam sebuah disiplin telah
memasuki periode ilmu normal atau sain
normal.

Thomas Kuhn dalam Bernard Aref
Sidharta berpandangan bahwasanya™) ilmu
Normal, adalah kegiatan penelitian secara
teguh berdasarkan pada satu atau lebih
pencapaian ilmiah pada masa lalu, yakn
pencapaian-pencapaian oleh para komunitas
imiah dinyatakan sebagai pemberi satu
landasan untuk praktek selanjutnya. Dan
dikemukakan pula bahwa ilmu normal
mempunyai dua ciri yakni: () pencapaian
iimiah itu cukup baru sehingga mampu
menarik pemrakiek ilmu dari barbagai cara
lain dalam menjalankan kegiatan ilmiah, (i)
pencapaian itu cukup terbuka sehingga
masih terdapat berbagai masalah yang
memeriukan penyeleszian oleh pemratek
iimuy dengan mengacu pada pencapaian-
pencapaian tersebut.

Paradigma menetapkan kreteria guna
memilih masalah yang dapat diasumsikan
mempunyai solusi. Hanya masalah yang
memenuhi kreteriak-reteria yang diderivasi
dari paradigma saja yang bisa disebut
masalah iimiah dan layak digarap oleh para
iimuwan. Dengan demikian maka paradigma
menjadi sumber keterpaduan bagi tradisi
penelitian yang normal. Namun menurut

WIDYASRAMA, Majalah limiah Univ. Dwifendra Denpasar, ISSN No. 0852-7768 Agustus 2013 149



Thomas Kuhn dalam B. Arief Sidharta®™
menyatakan bahwa : tanpa adanya aturan
ini, paradigma sudah cukup untuk mem-
bimbing penelitian. Karenanya ilmu nommal
sebenarnya tidak perlu memeriukan aturan
atau metode yang stan dar, dan tanpa itu
iimu normal dapat berjalan.

4, Hermeneutik

Ajaran-ajaran ilmu yang telah dipapar-
kan di atas tadi, adalah mempunyai model
yang mengacu pada ilmu alami. Sedangkan
ajaran Hermeneutik mengacu pada ilmu-
ilmu manusia. Perkataan Hermeneutik ber-
asal dari bahasa Yunani yvakni dari kata
kerja "hemeneuginc” yang berafi menafsir-
kan atau menginterprestasi, dar kata benda
“hermeneifa™ yang berati penafsiran atay
interprestasi.

Filsafat Hermeneutik adalah filsafat
fentang hal yang mengerti atau memahami.
Hal yang dipermasalahkan ialah bukanlah
bagaimana orang harus memahami, jadi
bukan ajaran tentang sen ataupun ajaran
metode, melainkan apa yang terjadi jika
orang memahami atau menginterprestasi.

Dalam tataran lain terutama dalam
tataran keilmuan ilmu hukum, sesungguh-
nya konseps| dan substansi ilmu hukum
harus senantiasa dikembangkan agar ber-
ada dalam kondisi mendukung pengembang-
an hukum praktis, maka dari wakiu kewaktu
dibutuhkan wupaya refleksi kefilsafatan
secara kritls dan ragsional terhadap ilmu
hukum itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman tentang
landasan kefilsafatan, sifat keilmuan dan
struktur ilmu hukum akan dapat memberi-
kan konstribusi positif yang secara rasional
akan dapat diperkirakan sejauh mana yang
dapat diharapkan dan apa yang diperlukan
serta apa yang harus dijalankan dalam
memerankan ilmu hukum pada pembinaan
dan praktis hukum nasional.

44), lbid, h.&9
45} ibid, h.al

Berkembangnya kelompok ilmu pada
manusia, termasuk ilmu hukum sesungguh-
nya sesuatu yang sangat positip karena
merupakan bentuk pengaruh dari aliran
Neokantinisme dari Windelband & H. Rickert:
Pengaruh Hermeneutik dari H G Gadamer,
paul Ricoeur;, pengaruh aliran filsafat
bahasa dari J L.Austin: aliran strukturslizsrne
dari Levy Straus dan aliran Dialektika dari
Hegel. Karenannya aliran-aliran tersebut
meamberikan porsi yang cukup besar pada
pengembangan kehidupan manusia. Per-
kembangan pemikiran datam fllsafat iimu itu
mempengaruhi atau membawa gem a pada
perkembangan pemikiran tentang hukum
dan ilmu hukum.*®

Pada tataran lain dapat kita melhat
hagaimana korelasi filsafat ilmu dengsn
ilmu hukum yang mempunyai konstribusi
seperti pandangan Hans Kelsen dengan
teari Reine Rechtlehre tentang hukum dan
ilmu hukum, Teorinya ini berpatokan pada
gliran MNeokantinisme. Begitu juga pijakan
kefilzsafatan Paul Scholten tentang ilmu
hukum yang dipandang sebagai "de gambare
rechtswetwngchap ialah aliran hermeneutik.

Sementara kalau berbicara mengenai
aobyek ilmu hukum, kita bisa menyebut
pandangan Ronald Dworking. Sedangkan
Positipisme hukum dari John Austin ber-
sandar pada positivism Logikal termasuk
pandangan hukum positivistis HL A Hart
yang sangat berkaitan dengan aliran
rasionalisme Kritis dari Popper, yang pada
akhirnya bekerja untuk pengembangan
suaty ilmu hukum smpiris.

5.2 Filsafat llmu debagai Dasar dan Arah
Dalam Pengembangan limu Hukum.

Aktivitas pengembangan ilmu hukum
pada dasarmya akan selalu melibatkan 2
{dua) aspek, yakni sspek kaedah hukum
serta fakta (kenyatsan kemasyarakatan).
Aspek Kaedah hukum zering disabut aspsk
nonnative preskriptip yakni untuk
menemukan kaedah hukumnya, pada

48). 1bd, h.105
45, 1bid, ho1
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kenyataannya tidaklah dapat dipungkiri
bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari
hal-hal yang bersifat normatif sebab ia past
mengandung norma, yang sesuatu dilekat
norma memang tidaklah bebas dari nilai
Sehingga dalam rangka menetapkan fakia
yang relevan dari kenyataan kemasyarakat-
an maupun proses pengembangan kedua
aspek itu selalu berinteraksi diinterprestasi.

Menurut Abdul Rachmad Budiono )
menenggarai bahwa munculnya dua sisi
{aspek normatif dan empiris) dalam hukum
adanya ketidakpuasan para ahlfi hukum
dalam melakukan penelitian, oleh karena
jilka mereka mendalami persoalan norma,
maka kegiatannya itu bukan merupakan
kegiatan yang bersifat ilmiah, sehingga
dimulgilah pemikiran untuk memantapkan
keilmuan hukum dengan cara membagi
ilmu hukum rmenjadi (i) iimu hukum normatif
dan (i) iimu hukum empirs dengan skema
sebagai berikut

I——ilmu Hukum—-—l

Normatif Empins/Saosiclogis
| I
Problem Solving ilmu Teoritik
| l
Argumentas Knowlegdef
Baru Theory
| l
Legal Source Da.tg:}'ir;r:i:lan
r Legislator
Legal Praktis PatnBaaass

Lehih lanjut dijelaskan bahwa imu hukum
normatif adalah problem solving, artinya
merupakan analisie ilmiah tentang bagai-

47 Abdul Rahmat Budiono, 2009, Filsafat lmu:
sobagai Dasar dan Arah Bagl Pengembangan
limu Hukum Menuju ke arah Peningkatan
Kualitas Para Sarfananys, Makalah (bahan
kuliah). h, 16

mana memecahkan ataupun menguraikan
merupakan analisis iimiah tentang bagai-
mana memecahkan ataupun menguraikan
berbagai problem hukum sehingga dalam
aktivitas ini dibutuhkan data-data hukum
{misalnya perundang-undangan) yang pada
akhimya dapat menghasilkan argumentasi
baru. Adapun hasil dari aktivitas ini untuk
menunjang praktek hukum (baik bagi para
Hzkim, Jaksa, dan Advokat). Sedang iimu
hukum empirie merupakan ilmu hukum
teontik, karena ia melahirkan teori-teor atau
pengetahuan, Untuk menunjang aktivitas ini
memeriukan data primer dan data skunder,
yang pada akhirnya kegialan ini akan di-
razakan sangat bermanfaat bagi para
lagisiator, pemburu hukum, dil.

Berkaitan dengan hal tersebut i atas
bahwa dalam rangka pengembangan ilmu
hukum, harus pula teridentifikasi secara
benar-benar masalah-masalah hukum yang
melingkupi kajian iimu hukum. Masalah ilmu
hukum itu terdiri dari dua bagian yaitu
masalah hukum makro dan masalah hukum
mikro. Masalah hukum mikro selalu melihat
bahwa bagaimana hubungan antar subyek
hukum yang ada, dan penyelesaian atas
masalah hukumn mikre adalah dengan
penemuan hukum, suatu penerapan hukum
secara konseptual.

Dan adapun pertanyaan yang memiliki nilai
adailah apa kaedah hukumnya.

Sementara itu, masalah hukum  makro
berkenaan masyarakat sebagai kessluruh-
an yang berintikan hal yang menentukan
dan menata pola hubungan antar manusia
yvang berkekuatan normatif. Sehingga per-
tanyaan intinya adalah perangkat aturan
hukum apa yang diperdukan masyarakat?
dan proses penyelesaian masalah hukum
makrp adalah proses pembentukan hukum
kontekstual dengan mencoba jauh ke masa
depan.

Sehubungan dengan hal tersebut di
atas, dalam konteks berkiprahnya baik teari
pembentukan hukum maupun teorl penemu-
an hukum memerlukan suatu cara berfikir
argumentasi hukum. Dengan demikian
secara paradigmatik kajiar fimu hukum itu
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terdiri dari : (i) Teori Argumentasi Hukum,
(ii). Teori Penemuan Hukum yang dibagi lagi
menjadi : {(8) teori sumber hukum (b) teori
interprestasi, (¢) konstruksi hukum, (d) teari
klasifikasi kaedah ilmu hukum. (i) Teori
pembentukan hukum atau teori perundang-
undangan, yang terdiri dari (2} proses per-
undang-undangan, & (c) teknik perundang-
undangan.

Analisis tersebut di atas adalah satu
analisis berdasarkan atas Filsafat iimu.
Untuk menunjukkan korelasi yang kuat
antara filsafat ilmu dangan ilmu hukum,
yvaitu aspek hakiki filsafat ilmu telah secara
nyata dijadikan pilar utama ke dalam
pengembangan ilmu hukum.

5.3 Aspek Ontologi llmu Hulkum.

Obyek iimu hukum apabila mengkaji
obyek ilmu, maka yang dimaksud adaizh
aspek ontologi ilmu hukum. Dalam konteks
kefilsafatan, obyek iimu hukum adalah ilmu
hukum pesitif yang berlaku pada suatu
Megara tertentu yakni sistem konseptual
asas-asas hukurn, kaedah-kaedah hukum,
putusan-putusan hukum, produk kesadaran
hukumt, dan politikk hukum yang bagian-
bagian pentingnya diposititkan  institusi
Negara serta lembaga-lembaga hukum,

5.4. Aspek Epistemologi limu Hukum:.

Sisternatisasi bahan hukum, artinya
dalam pengeimbangan iimu hukum : meng-
himpun, menginterprastasi, memaparkan &
mensistematisasi bahan hukum yang terdiri
alas ssas-asas, sturan-aturan dan putusan-
putusan hukum untuk menghadirkannya
sebagai suatu sistem sehingga kessluruhan-
nya mewujudkan satu kesatuan vyang
koheren dengan mengacu pengembangan.
Kajian ini merupakan aspek epistemologi
hukum.

5.5 Aspek Aksiologis limu Hukum
Kegunaan HUmu hukum ini adalah
pada aspek aksiocloginya, yakni .

1. mempersiapkan putusan hukum baik
pada tataran mikro maupun tataran
makro,

2. menunjukkan apa hukumnya tentang hal
tertentu & merekomeandasi interprestasi
terhadap aturan yang tak jelas (pensmi-
an hukum),

3. mengeliminasi kontradiksi yang tampil
jelas dalam tata hukum,

4. kritik & menyarankan amandemen ztas
perundang-undangan yang ada, seria
pembentukan perundangundangan yang
banu,

5. analisis kritis terhadap putusan hakim
untuk pembinaan yurisprudensi.

VI. SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian-uraian di
atas tadi maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa ;

1. ilmu hukum merupakan ilmu dengan sifat
Sui Generis karena mempunyai obyek,
metode dan sifat-sifat yang sangat khas
dan tidak terdapat pada ilmu lain: limu
hukum, oleh karena kekhasan obyek,
metode serta sifatnya, maka hukum tak
dapat dikelompokan ke dalam salah satu
cabang iimu pengetahuan lainnya.

2. hukum tak dapat diragukan lagi sebagai
ilmu dan termasuk dalam kelompek ilmu
prakiis, Sejalan dengan itu dari apa yang
dikemukan oleh JBahn tentang ilmu
atau scierice yang menurutnya bahwa
iimu sedikitnya melibatkan 6 {eriam)
komponen pokek  atay  mempunyai
kriteria vaitu : (i) masalah, (i) sikap, (iii)
metode, (iv) aktivitas, (v} kesimpulan, (vi)
efek. Dan apabila pendapat ini diikuti
maka keilmuan hukum tidak dapat di-
raguikan lagi, sebab keenam kriteria
tersebut telah dipenuhi oleh hukum.

3. kontribusi Filsafat iimu khususnya atas
pengembangan ilmu hukum ialah sangat
besar dimana biza dilihat dari pandekat-
an Filsafat iimu yakni dari aspsi
Ontclogis, Epistimologi dan Aksiologi,
maka dapai membearikan pencerahan
dalam membenkan jawaban akan psar-
tanyaan klasik bahwa ilmu hukum itu
adalah iimu . Hakekat ilme bukum dapst
dikajl dari aspek teori hukum dalam arl
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